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RIWAYAT ARTIKEL Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap mekanisme 
pengawasan Presiden di Indonesia, dengan menekankan gap antara 
idealisme konstitusional dan realitas praktik pemerintahan. Latar 
belakang penelitian ini didasari oleh peran strategis MK sebagai lembaga 
pengawas konstitusi yang memiliki kewenangan final dalam menguji 
undang-undang dan menegakkan prinsip checks and balances terhadap 
eksekutif. Meskipun secara normatif putusan MK menegaskan bahwa 
Presiden harus tunduk pada batasan konstitusional, implementasi 
putusan dalam praktik menunjukkan adanya kendala terkait kepentingan 
pragmatis pemerintah, interpretasi fleksibel eksekutif, dan dinamika 
politik-administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-
normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggabungkan 
analisis dokumen hukum, putusan MK, undang-undang terkait, literatur 
hukum akademik, dan publikasi resmi terkait implementasi kebijakan. 
Data dianalisis menggunakan studi konten (content analysis) secara 
deskriptif-analitis, serta dilakukan triangulasi sumber untuk memastikan 
validitas dan reliabilitas temuan. Pendekatan kritis digunakan untuk 
mengevaluasi efektivitas pengawasan Presiden melalui putusan MK serta 
menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan gap antara teori dan praktik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK secara yuridis 
menegaskan prinsip supremasi konstitusi dan checks and balances, 
namun realitas implementasinya sering terhambat oleh kepentingan 
pragmatis pemerintah dan karakter putusan yang bersifat 
inkonstitusional bersyarat. Gap ini menunjukkan bahwa mekanisme 
pengawasan Presiden melalui MK belum sepenuhnya efektif, meskipun 
secara teori memiliki dasar hukum yang kuat. Fenomena ini juga 
menegaskan perlunya kesadaran politik dan budaya hukum birokrasi yang 
kuat untuk menegakkan akuntabilitas eksekutif secara nyata. Kesimpulan 
penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 
memiliki peran penting dalam pengawasan Presiden, namun 
efektivitasnya bergantung pada kepatuhan eksekutif, implementasi 
birokrasi, dan komitmen politik terhadap supremasi konstitusi.                                                                                                       
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PENDAHULUAN 
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam 

sistem ketatanegaraan, tidak hanya sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, 

tetapi juga sebagai lembaga pengawas konstitusi yang independen, termasuk terhadap 

tindakan Presiden dan lembaga eksekutif (Satriana, 2021). Putusan MK bersifat final dan 

mengikat, sehingga seharusnya menjadi instrumen efektif dalam menegakkan supremasi 

konstitusi dan prinsip negara hukum (Constitution of the Republic of Indonesia, 1945). 

Dalam praktiknya, MK kerap menghadapi dilema antara idealisme fungsi pengawasan 

konstitusional dan realitas politik serta administratif yang kompleks. Salah satu contoh 
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relevan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021, yang secara 

prinsip menekankan pentingnya mekanisme pengawasan terhadap Presiden dalam 

konteks pembentukan kebijakan negara (Wijaya, 2023).  

Meskipun putusan ini spesifik mengatur hubungan eksekutif dengan kerangka 

konstitusional, secara akademis dan praktis, putusan tersebut dapat dianalisis melalui 

analogi putusan MK sebelumnya, seperti Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU 

Cipta Kerja. Putusan tersebut menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan 

menuntut DPR serta Pemerintah melakukan revisi dalam jangka waktu tertentu, yang 

menunjukkan bagaimana MK dapat membatasi tindakan eksekutif dan menegakkan 

konstitusi sekaligus memberi ruang implementasi pragmatis (Constitutional Court 

Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, 2021).  

Secara ideal, mekanisme ini mencerminkan prinsip checks and balances, di mana 

Presiden dan lembaga eksekutif harus tunduk pada pengawasan konstitusional demi 

menjaga keseimbangan kekuasaan, hak asasi, dan kepastian hukum (Van, 2025). Namun, 

kenyataannya menunjukkan adanya gap signifikan antara idealisme tersebut dengan 

realitas pelaksanaan di lapangan (Santika et al. 2023). Misalnya, meskipun putusan MK 

menyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah sering menafsirkan putusan tersebut 

secara luas sehingga sebagian kebijakan tetap berjalan sebelum koreksi konstitusional 

sepenuhnya diterapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan 

fungsi pengawasan MK sebagai instrumen kontrol terhadap Presiden (The Ambiguity of 

Omnibus Law After Constitutional Court’s Half-Hearted Ruling, n.d.). Fenomena ini 

menyoroti dilema struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana penegakan 

supremasi konstitusi sering berbenturan dengan kebutuhan pragmatis pemerintah, 

seperti stabilitas ekonomi dan kepastian hukum bagi investor (Sujana et al, 2024),.  

Realitas ini mengindikasikan bahwa putusan MK tidak selalu diimplementasikan 

secara konsisten sebagai instrumen kontrol, melainkan kadang menjadi formalitas 

administratif yang mengaburkan batasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif 

(Santika et al, 2019). Selain itu, ketentuan yang bersifat inkonstitusional bersyarat, 

meskipun dirancang untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan penegakan konstitusi, 

sering memunculkan interpretasi yang berbeda antara MK dan pemerintah, sehingga 

menimbulkan ketegangan antara prinsip supremasi konstitusi dan praktik pemerintahan. 

Fenomena ini mencerminkan gap antara idealisme yuridis dan realitas politik-

administratif, di mana mekanisme pengawasan Presiden melalui putusan konstitusional 

tidak selalu menghasilkan kontrol yang efektif, meskipun secara teori MK seharusnya 

menjadi penjaga independen yang menegakkan hukum secara konsisten (Kelsen, 1949).  

Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-

XIX/2021 penting untuk dilakukan, karena dapat mengungkap sejauh mana putusan MK 

mampu menjadi alat pengawasan yang nyata terhadap Presiden, sekaligus menyoroti 

ketegangan antara idealisme konstitusional dan praktik implementasi kebijakan eksekutif 

di Indonesia. Dengan memahami gap ini, penelitian dapat memberikan perspektif kritis 

mengenai efektivitas mekanisme checks and balances di Indonesia dan kontribusi MK 

dalam memastikan Presiden tetap berada dalam kerangka konstitusi tanpa menghambat 

kelancaran administrasi negara. 
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METODE 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus utama 

penelitian adalah pada analisis dokumen hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-

undang terkait, serta literatur akademik, untuk memahami landasan konstitusional dan 

mekanisme pengawasan Presiden di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti 

menelaah secara mendalam norma-norma hukum dan prinsip-prinsip ketatanegaraan 

yang tertuang dalam putusan MK, sekaligus mengevaluasi bagaimana norma tersebut 

seharusnya diterapkan dalam praktik pemerintahan. 

Data penelitian diperoleh dari dokumen primer dan sekunder. Data primer 

mencakup teks resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021, UUD 

1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lain yang relevan. Data 

sekunder diperoleh dari literatur hukum akademik, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta 

publikasi media terpercaya yang membahas implementasi putusan MK dan pengawasan 

Presiden. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan 

penelusuran dokumen online resmi untuk memastikan keakuratan informasi serta 

keterkaitan antara putusan MK dan praktik pemerintahan (Santika, 2020). 

Analisis data dilakukan menggunakan studi konten (content analysis) secara 

deskriptif-analitis. Proses ini meliputi identifikasi prinsip-prinsip pengawasan Presiden 

yang terkandung dalam putusan, evaluasi dampak yuridis terhadap kebijakan eksekutif, 

serta perbandingan dengan implementasi nyata di lapangan. Analisis ini juga menekankan 

pendekatan kritis, yaitu menilai gap antara idealisme konstitusional yang diamanatkan 

oleh MK dengan realitas politik-administratif dalam implementasi kebijakan Presiden. 

Pendekatan kritis ini penting untuk memahami sejauh mana putusan MK berfungsi 

sebagai alat kontrol efektif dan faktor-faktor yang menghambat penerapan mekanisme 

pengawasan secara optimal. 

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi 

sumber. Setiap dokumen hukum, putusan MK, dan literatur yang dianalisis dikonfirmasi 

melalui perbandingan dengan sumber lain, termasuk penelitian sebelumnya dan laporan 

resmi implementasi kebijakan (Santika, 2022). Pendekatan triangulasi ini memastikan 

hasil analisis bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan 

metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif 

mengenai implikasi Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap pengawasan 

Presiden, sekaligus menawarkan perspektif kritis tentang efektivitas sistem checks and 

balances dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis dokumen dan literatur menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XIX/2021 memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme 

pengawasan Presiden, baik dari segi yuridis maupun praktik pemerintahan. Secara 

normatif, putusan ini menegaskan bahwa Presiden sebagai kepala eksekutif tetap harus 

tunduk pada batasan konstitusional, khususnya dalam pembuatan kebijakan dan 

penerapan undang-undang. MK dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan Presiden 
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yang terkait dengan kebijakan tertentu, meskipun berdasarkan wewenang eksekutif, tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, asas legalitas, dan prinsip checks 

and balances (Santika, 2019). Dengan kata lain, Presiden tidak memiliki kebebasan mutlak 

dalam membuat kebijakan yang dapat mengubah struktur hukum atau hak-hak 

konstitusional warga negara, karena setiap kebijakan eksekutif berada di bawah 

pengawasan yuridis MK (Sujana et al, 2025). 

Dari perspektif idealisme hukum, putusan ini seharusnya memperkuat fungsi 

pengawasan MK sebagai lembaga yang memastikan keseimbangan kekuasaan antara 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Satriana et al, 2024). Mekanisme pengawasan Presiden 

melalui putusan MK menjadi instrumen formal yang memungkinkan kontrol 

konstitusional terhadap kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan teori ketatanegaraan 

yang menekankan bahwa supremasi konstitusi harus menjadi pedoman utama bagi 

seluruh lembaga negara, termasuk Presiden, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang 

yang merugikan kepentingan publik dan hak asasi manusia (Kelsen, 1949). Secara ideal, 

putusan MK berfungsi sebagai alat preventif dan korektif: preventif dalam membatasi 

tindakan Presiden yang berpotensi melanggar konstitusi, dan korektif ketika kebijakan 

eksekutif sudah dijalankan tetapi terbukti melanggar prinsip konstitusi (Santika et al, 

2025). 

Namun, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya gap signifikan 

antara idealisme ini dengan praktik pemerintahan. Studi kasus terhadap putusan MK 

sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, 

menunjukkan bahwa walaupun MK menyatakan undang-undang inkonstitusional 

bersyarat, pemerintah tetap melanjutkan beberapa kebijakan berdasarkan UU tersebut 

sebelum revisi dilakukan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa putusan MK sering kali 

dikompromikan dengan kebutuhan pragmatis pemerintah, seperti stabilitas ekonomi, 

kepastian hukum bagi investor, dan kontinuitas administrasi negara (The Ambiguity of 

Omnibus Law After Constitutional Court’s Half-Hearted Ruling, n.d.). Kondisi ini 

menimbulkan pertanyaan penting: apakah mekanisme pengawasan Presiden melalui 

putusan MK benar-benar efektif atau sekadar menjadi instrumen formal tanpa dampak 

nyata terhadap tindakan eksekutif? 

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa gap antara idealisme konstitusional 

dan realitas praktik tidak hanya muncul dari interpretasi pemerintah, tetapi juga dari 

karakter putusan MK yang bersifat inkonstitusional bersyarat (Santika et al, 2019). 

Meskipun pendekatan ini dirancang untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan 

penegakan konstitusi, hal tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menafsirkan 

putusan secara luas (Sujana et al, 2025). Dalam konteks pengawasan Presiden, kondisi ini 

dapat melemahkan kontrol yuridis, karena tindakan eksekutif dapat tetap berlangsung 

meskipun berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional, hingga koreksi 

dilakukan (Pelokilla, 2023). Dengan demikian, prinsip checks and balances yang ideal 

menjadi terganggu oleh dinamika politik dan administrasi, sehingga efektivitas 

pengawasan Presiden melalui MK menjadi tidak maksimal. 

Selain itu, analisis menunjukkan bahwa implementasi putusan MK sangat 

bergantung pada kepatuhan dan politik birokrasi. Dalam beberapa kasus, meskipun 
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putusan MK jelas menyatakan batasan terhadap Presiden, pemerintah dapat menunda 

atau menafsirkan implementasi secara fleksibel untuk menjaga kepentingan politik atau 

ekonomi tertentu. Fenomena ini menegaskan adanya dilema struktural: di satu sisi, 

putusan MK mewakili supremasi konstitusi dan prinsip legalitas; di sisi lain, 

implementasinya harus mempertimbangkan kepentingan pragmatis pemerintah. Hal ini 

mencerminkan ketegangan antara teori dan praktik, antara kontrol yuridis yang ketat dan 

kebutuhan stabilitas pemerintahan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas 

mekanisme pengawasan Presiden (Santika, 2020b). 

Dari sisi akademik, fenomena ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan 

bahwa mekanisme pengawasan konstitusional di Indonesia masih menghadapi tantangan 

implementasi nyata. Beberapa literatur hukum tata negara menekankan bahwa 

independensi MK sebagai lembaga pengawas konstitusi seharusnya menjadikan 

putusannya final dan efektif, sehingga tindakan Presiden tidak bisa mengabaikan batasan 

konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2010). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa supremasi konstitusi dalam praktik eksekutif sering kali mengalami kompromi, 

terutama ketika kebijakan negara berhadapan dengan kepentingan publik yang bersifat 

strategis. Gap ini menjadi fokus kritis penelitian, karena menunjukkan bahwa meskipun 

putusan MK memiliki landasan yuridis yang kuat, efektivitasnya dalam membatasi 

Presiden dipengaruhi oleh faktor politik, administratif, dan sosial yang kompleks. 

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan Presiden melalui putusan 

MK seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, 

namun sering kali terhambat oleh interpretasi eksekutif yang fleksibel dan tekanan politik. 

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal saja tidak cukup, perlu adanya kesadaran 

dan komitmen politik dari Presiden dan birokrasi untuk menjalankan putusan MK secara 

konsisten. Implementasi yang tidak konsisten ini juga berdampak pada persepsi publik 

terhadap efektivitas lembaga pengawas konstitusi (Santika, 2021), sehingga menimbulkan 

risiko erosi kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan prinsip negara 

hukum. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap mekanisme pengawasan Presiden bersifat kompleks. 

Secara normatif, putusan ini menegaskan pentingnya kontrol yuridis terhadap kebijakan 

eksekutif dan memastikan Presiden tetap berada dalam kerangka konstitusi. Namun, 

realitas praktik menunjukkan adanya gap yang signifikan antara idealisme dan 

implementasi, dipengaruhi oleh karakter inkonstitusional bersyarat putusan, kepentingan 

pragmatis pemerintah, serta dinamika politik dan administratif. Fenomena ini 

menegaskan bahwa efektivitas pengawasan Presiden melalui MK tidak hanya ditentukan 

oleh putusan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan lembaga eksekutif dan budaya 

hukum birokrasi untuk menaatinya. Dengan demikian, meskipun Putusan MK memiliki 

landasan yuridis yang kuat dan secara teoritis mampu membatasi Presiden, dalam praktik 

pengawasan konstitusional di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan yang 

membutuhkan perhatian akademik, reformasi hukum, dan komitmen politik agar prinsip 

checks and balances dapat berjalan optimal (Santika, 2020b). 
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Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa pengawasan Presiden 

melalui Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting untuk menjaga supremasi 

konstitusi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi antara norma hukum, 

kepatuhan eksekutif, dan kesadaran politik. Gap antara idealisme dan realitas praktik 

menunjukkan perlunya penguatan mekanisme implementasi putusan MK, pendidikan 

hukum bagi birokrasi, dan budaya kepatuhan politik yang menempatkan konstitusi 

sebagai pedoman utama kebijakan negara, agar prinsip negara hukum dan checks and 

balances dapat berjalan sesuai tujuan konstitusi. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XIX/2021 memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pengawasan 

Presiden di Indonesia. Secara normatif, putusan ini menegaskan bahwa Presiden tetap 

berada dalam kerangka konstitusi dan wajib tunduk pada prinsip supremasi hukum, asas 

legalitas, dan mekanisme checks and balances. Putusan MK berfungsi sebagai instrumen 

yuridis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, sekaligus mendorong 

akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. 

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya gap antara idealisme konstitusional 

dan realitas praktik. Implementasi putusan MK, khususnya yang bersifat inkonstitusional 

bersyarat, sering menghadapi hambatan akibat kepentingan pragmatis pemerintah, 

fleksibilitas interpretasi eksekutif, dan dinamika politik serta administratif. Hal ini 

menyebabkan mekanisme pengawasan Presiden tidak selalu berjalan efektif, meskipun 

secara teori putusan MK memiliki dasar yuridis yang kuat. Gap ini menegaskan bahwa 

supremasi konstitusi tidak hanya bergantung pada putusan hukum, tetapi juga pada 

kepatuhan politik dan budaya hukum birokrasi. 

Kesimpulannya, Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 menegaskan peran penting 

Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Presiden, namun efektivitasnya sangat 

dipengaruhi oleh faktor implementasi di lapangan. Mekanisme pengawasan ini akan 

optimal jika didukung oleh komitmen politik, kepatuhan eksekutif, dan budaya hukum 

yang menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama kebijakan negara. 
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